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Melaui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengalur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang
masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta
berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, pel aksanaan,
pengawasan dan evaluasi.

Untuk mengkaji apakah dalam proses perencanan pembangunan daerah telah melibatkan masyarakat
didalamnya, studi ini memfokuskan penelitiannya pada pel aksanaan proses perencanaan pembangunan dan
perspektif partisipasi masyarakat, kendala-kendala apa sgja yang dihadapi di wilayah Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana upaya-upaya untuk menanggulanginya. Dengan demikian dapat
diformulasikan program apa yang dapat dikembangkan,untuk mengatasinya di Kabupaten Sambas Provinsi
Kaimantan Barat.

Penelitian ini mengunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Sumber datanya adalah
informan yang didukung oleh dokumen serta pustaka mutakhir yang relevan dengan setting dan field
penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dan pedoman wawancara dengan prosedur
penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan belum dapat
mempertemukan aspirasi yang berasal dari bawah dengan aspirasi yang berasal dari atas. Terdapat beberapa
kendala yang dihadapi berasal dari baik: dari dalam pemerintah dan masyarakat. Dari dalam pemerintah
yaitu perilaku dan kualitas aparat pemerintah, dari dalam masyarakat berupa perilaku dan kualitas
masyarakat dana. Sedangkan dari luar pemerintah meliputi banyaknya jenjang perencanaan yang tidak
berpihak pada perencanaan dari bawah, dan masih dominannya perencanaan dari atas. Kendala dari luar
masyarakat berupa perubahan kondisi masyarakat sebagai akibat dari kerusuhan etnis yang tcrjadi di
Sambeas.

Oleh karenaitu perlu dilakukan upaya perubahan terhadap pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam
menjalankan tugasnya harus berpegang pada tugas dan fungsi sebagai fasilator dan mediator yang dapat
memberikainpelayanan yang baik kepada masyarakat. sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga dituntut untuk melakukan perubahan terhadap
dirinya, mau perduli dan mendukung keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-
prinsip perencanaan yang partisipastif dalam perencanaan pembangunan.
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